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ABSTRAK 

 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PROTOKOL KESEHATAN 

PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALEMBANG 

 

Aqnes Putra Andriza,2020 

Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 

Email :  

 

 

UU No. 2 tahun 2020 tentang “Penentapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-

Undang. Pada tanggal 4 Agustus 2020 Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi 

Presiden terkait Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19. Kebijakan tersebut 

dituangkan dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan 

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian. 

Corona Virus Disease 2019, diperlukan untuk pencegahan dan pengendalian Covid-

19. Instruksi Presiden ini diperuntukan bagi seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota dan 

diseluruh wilayah Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi 

Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan 

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dalam surat keputusan 

Walikota Palembang NOMOR  JJJ/KPTS/BAN-KBP/2020 Tentang Satuan Tugas 

Penanganan Corona Virus Diis£Ade 2019 (COVID-19) Kota Palembang. Serta 

sanksi yang akan didapat  jika melanggar protokol kesehatan covid-19 di Kota 

Palembang yang terdapat dalam "PERWALI 27 TAHUN 2020 TENTANG 

ADAPTASI KEBIASAAN BARU”. Dalam penelitian skripsi ini permasalahan yang 

di teliti ialah ,Siapakah yang berwenang menegakan protokol kesehatan covid-19 

di Kota Palembang, serta sanksi apa yang didapat terhadap pelanggar protokol 

kesehatan.  Melalui metode Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan 

masalah melalui pendekatan empiris dengan data primer dan data sekunder dimana 

masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan, E jurnal dan dilapangan. 

Penegakan hukum terhadap protokol kesehatan Pandemi Covid-19 dalam hal ini 

penerapannya di kota palembang sebaiknya perlu disosialisasikan kepada 

masyarakat luas. Sehingga aparat penegak hukum diharapkan dapat lebih 

meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai 

bahayanya Covid-19 berdasarkan keadilan sosial yang terdapat dalam surat 

keputusan Walikota Palembang NOMOR  JJJ/KPTS/BAN-KBP/2020 Tentang 

Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kota 

Palembang, yang mana nantinya agar tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran 

berulang dimasyarakat Kota Palembang dan agar tidak timbulnya kesalah pahaman 

antara penegak hukum dan masyarakat kota Palembang, Kepada masyarakat di 
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Kota Palembang agar kiranya memperhatikan sanksi yang ada dalam “PERWALI 

27 TAHUN 2020 TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU” yang mana 

pelanggar akan diberi sanksi berupa : Sanksi berdasarkan putusan hakim meliputi: 

teguran tertulis, denda, (adapun denda yang pernah dibayar pelanggar sejumlah 

Rp.100.000.00(seratus ribu rupiah)Per-orang) dan sanksi kerja sosial berupa 

pembersihan fasilitas umum. Diharapkan kepada masyarakat agar tidak lagi 

melanggar protokol kesehatan Pandemi Covid-19 supaya berkurang juga angka 

positif Covid-19 di Kota palembang.  

 

Kata Kunci :  UU No. 2 tahun 2020 tentang , Inpres Nomor 6 Tahun 2020, 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.01.07/MENKES/382/2020, surat keputusan Walikota 

Palembang NOMOR  JJJ/KPTS/BAN-KBP/2020, PERWALI 27 

TAHUN 2020 TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU, 

Penegakan Hukum, Protokol Kesehatan, Pandemi Covid-19. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Penyakit Virus Corona (Covid-19) adalah penyakit menular yang 

disebabkan oleh Virus Corona yang baru-baru ini ditemukan.sebagian besar 

orang yang tertular Covid-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang, dan 

akan pulih tanpa penanganan khusus.Virus yang menyebabkan Covid-19 

terutama ditransmisikan melalui droplet (percikan air liur) yang dihasilkan saat 

orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau mengembuskan nafas. Droplet ini 

terlalu berat dan tidak bisa bertahan di udara, sehingga dengan cepat jatuh dan 

menempel pada lantai atau permukaan lainnya. Orang dapat tertular saat 

menghirup udara yang mengandung virus jika ada orang berada terlalu dekat 

dengan orang yang sudah terinfeksi Covid-19. Orang tersebut juga dapat tertular 

jika menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi lalu menyentuh mata, 

hidung, atau mulutnya. Per 15 Juni 2020, data resmi menyebutkan ada 39.294 

kasus infeksi Covid-19 di Indonesia, dengan 21.973 pasien terdiagnosis, 15.123 

kasus pulih.dan 2.198 kematian. Jumlah ini terus bertambah jika dilihat dari 

kurva statistik, dan inilah mengapa pembuat kebijakan harus mengambil 

tindakan proaktifsegera. Virus ini telah menyebar ke seluruh negara di dunia 

dalam soal bulan. Hampir setiap provinsi di Indonesia pernah melaporkan kasus 

Covid-19.Selain itu, efek Covid-19 sangat menghancurkan. Efek utamanya 

adalah hilangnya nyawa atau kematian, kemerosotan ekonomi dan stagnasi 

(resesi), terganggunya pendidikan, kegiatan ekonomi dan sosial dan psikologis 

yang paling meresahkan dan efek perilaku pada masyarakat1 

Inpres tentang peningkatan disiplin dan penegakan protokol kesehatan 

merupakan sinyal bagi masyarakat bahwa protocol kesehatan merupakan hal 

yang serius untuk dipatuhi.Melalui inpres ini presiden menginstruksikan 

kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Panglima 

Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Gubernur, Dan 

Para Bupati/Wali Kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan 

sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin 

kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas 

pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di 

seluruh daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota di Indonesia. Pelanggaran 

terhadap pelaksanaan protocol kesehatan berupa teguran lisan atau tegurab 

 
1 Ivan Muhammad Agung, Memahami Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Psikologi Sosial. 

Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi Vol.1, No.2, Mei 2020, hlm 68 

1 
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tertulis, kerja sosial, denda administrasi hingga penghentian atau penutupan 

sementara penyelenggaraan usaha.2 

Pemerintah telah membuat aturan dan kebijakan yang memadai serta 

peraturan  pelaksanaan di semua Kementerian sehingga menjadi acuan bagi 

Pemerintah di daerah untuk menghadapi Pandemi Covid-19.Dalam penegakan 

hukum, pidana menjadi pilihan terakhir untuk dijadikan sanksi bagi masyarakat 

yang melanggar. Pernyataan ini disampaikan Kapuspenkum Kejaksaan RI, Hari 

Setyono dalam diskusi virtual (webinar) yang diadakan oleh Gerakan 

Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Pergerakan Masyarakat Milenial 

(Pmm), Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (Immh Ui), 

Dan Kantor Hukum Satya Lawbora.3 

Begitupun tentang aturan pemerintah di kota Palembang terkait Covid-19 

di Sumatera Selatan adapun kebijakan protokol kesehatan yang di buat oleh 

pemerintah kota Palembang, Sosialisasi dan penindakan terhadap Instruksi 

Walikota Palembang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peningkatan Pengendalian, 

Pencegahan dan Penanganan Penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) di KotaPalembang dimulai tanggal 1 Mei 2020 serta Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) di Kota Palembang secara resmi diberlakukan pada 

tanggal 20 Mei 2020. Keputusan memberlakukan kegiatan dimaksud menyusul 

adanya peningkatan pasien positif COVID-19 di Kota Palembang. Untuk 

menekan penyebaran pandemi ini, tidak hanya diperlukan penindakan bagi 

pasien yang telah terpapar virus namun juga dibutuhkan upaya pengawasan, 

pengendalian, dan penindakan terhadap masyarakat yang tidak terpapar virus 

agar melakukan karantina mandiri dan mengikuti anjuran protokol pencegahan 

penyebaran COVID-19.4 

 

Penegakan disiplin protokol kesehatan menuju masyarakat yang produktif 

dan aman Corona Virus Disease (Covid-19) di kotaPalembang Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (covid-19) telah menimbulkan dampak global yang sangat 

luas bagi seluruh masyarakat, termasuk di kota Palembang. Dalam rangka 

memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

tersebut, telah dilakukan berbagai upaya pencegahan dan pengendalian 

penyebaran/ penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Bahwa Pandemi 

Corona VirusDisease 2019 (Covid-19) saat ini masih menjadi ancaman 

kesehatan, namun aktivitas kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan 

pemerintahan juga harus terus dapat berlangsung untuk menjaga keseimbangan 

kehidupan sosial, pembangunan dan perekonomian masyarakat. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut, serta memperhatikan keputusan menteri kesehatan 

nomor hk.01.07/menkes/328/2020 tentang panduan pencegahan dan 

pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di tempat kerja 

 
2 https://portalmakassar.com/opini-penegakan-hukum-protokol-kesehatan-di-masa-pandemi-

covid-19/ 
3 https://indonews.id/artikel/29311/Protokol-Kesehatan-Dibuat-untuk-Kesehatan-dan-

Keselamatan-Masyarakat-dari-Wabah-Covid-19/ 
4 
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perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi 

Pandemi dan Keputusan Menteri dalam negeri nomor 440 - 830 tahun 2020 

tentang pedoman tatanan normal baru produktif dan aman bagi Aparatur sipil 

negara di lingkungan Kementerian dalam negeri dan Pemerintah daerah.5 

Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam 

terhadap penegakan hukum  dalam protokol kesehatan pandemi covid-19 di 

kota Palembang yang akan dijabarkan dalam skripsi yang berjudul “Penegakan 

Hukum Terhadap Protokol Kesehtan Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka rumusan 

masalah yang akan dibahas adalah: 

1. Siapakah Aparatur Negara yang berwenang melakukan penegakan hukum 

terhadap pelanggar protokol kesehatan Pandemi Covid-19 di kota 

Palembang ? 

2. Bagaimanakah sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan Pandemi 

Covid-19 di kota palembang ? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui yang berwenang melakukan penegakan hukum terhadap 

pelanggar protokol kesehatan Pandemi Covid-19 di kota Palembang  

2. Untuk mengetahui sanksi terhadap pelangggar protokol kesehatan Pandemi 

Covid-19 di kota Palembang 

 

 

 
5 hokum online. comsurat edaran wali kota Palembang nomor 38 se dinkes 2020 tahun 2020 
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D. KERANGKA KONSEPTUAL 

 

1. Penegakan Hukum  

 

Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-

norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau 

hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara.6 

2. Protokol Kesehatan 

Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti 

oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi 

COVID-19 ini. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat 

tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan 

atau kesehatan orang lain. Jika masyarakat dapat mengikuti segala aturan 

yang tertera di dalam protokol kesehatan, maka penularan COVID-19 dapat 

diminimalisir. Protokol kesehatan terdiri bari beberapa macam, seperti 

pencegahan dan pengendalian. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan 

protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian secara spesifik melalui 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi 

Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan 

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 7 

 

3. Pandemi 

 

Pandemi (dari bahasa Yunani πᾶν pan yang artinya semua dan 

δήμος demos yang artinya orang) adalah epidemi penyakit yang menyebar 

di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia. 

Penyakit endemik yang meluas dengan jumlah orang yang terinfeksi yang 

stabil bukan merupakan pandemi. Kejadian pandemi flu pada umumnya 

mengecualikan kasus flu musiman. Sepanjang sejarah, sejumlah pandemi 

penyakit telah terjadi, seperti cacar (variola) dan tuberkulosis. Salah satu 

pandemi yang paling menghancurkan adalah maut hitam, yang 

menewaskan sekitar 75–200 juta orang pada abad ke-148. 

 

 
6 Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie,SH. Penegakan hukum  
7https://tirto.id/apakah-yang-dimaksud-protokol-kesehatan-covid-19-f3W3 
8 https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
https://id.wikipedia.org/wiki/Epidemi
https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit
https://id.wikipedia.org/wiki/Benua
https://id.wikipedia.org/wiki/Endemik_(epidemiologi)
https://id.wikipedia.org/wiki/Variola
https://id.wikipedia.org/wiki/Tuberkulosis
https://id.wikipedia.org/wiki/Maut_hitam
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4. Covid-19 

Covid-19  adalah  penyakit  menular  yang  diakibatkan  infeksi  virus  

coronavirus  jenis  baru. Penyakit ini diketahui muncul pertama kali di 

Wuhan, Cina pada Desember.Covid-19 merupakan penyakit 

pernapasanakut yang menjadi pandemik global dan disebabkanoleh novel 

coronavirus.9 

E. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum 

empiris. Penelitian hukum empiris yang bertitik tolak daripermasalahan 

dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian  

menghubungkannya dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.10 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah: 

Pertama pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu 

pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan yang bersangkut paut 

dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.11 

Kedua, pendekatan konseptual (conseptual approach) yaitu 

pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin 

yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting 

 
9Jurnal Karya AbdiP,LPPM Universitas Jambi.halaman 82, juni 2020 
10Joko Subagyo, 2004, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Rineke Cipta, Jakarta, 

hlm, 9 
11Jhonny Ibrahim. 2008, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia 

Publishing, Malang, hlm, 302.  
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sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam 

ilmu hukum dapat menjadi  pijakan  untuk membangun argumentasi hukum 

ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan 

memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, 

konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.12 

ketiga, pendekatan sosial (socio legal approach) dapat didefinisikan  

melalui dua hal berikut ini. Pertama, pendekatan sosial (socio legal 

approach) melakuakn studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan 

perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritikal dan 

dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum. Dalam hal ini 

dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal 

tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan 

dengan cara bagaimana. Kedua, pendekatan sosial (socio legal approach) 

mengembangkan berbagai metode ‘baru’ hasil perkawinan antara metode 

hukum dengan ilmu sosial.13 

 

 

3. Jenis dan sumber data 

Pada penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder 

1. Data primer 

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku 

warga masyarakat melalui penelitian dengan cara wawancara, observasi 

dan alat lainnya.14 

 

 

 
12Ibid., hlm, 321.  
13Daniar Supriyadi, 2013, Kajian Sosio-Legal, https://www. Dania 

rsupriyadiblog.wordpress.com /2013/09/02/a-summary-to-socio-legal research-kajian-sosiologi-

legal/, Diakses Pada Tanggal 14 September 2020 pukul 12:30 WIB.  
14Soerjono Soekanto, 2015, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 

hlm. 11-12.  

https://www./


7 
 

2. Data sekunder 

Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku 

buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan 

seterusnya.15 

Data sekunder tersebut dengan mana terdiri dari beberapa bahan hukum, 

yaitu: 

a. Bahan hukum primer 

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat 

yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan perumusan masalah dan judul skripsi yang dibahas, beberapa 

undang-undang yang berkaitan erat dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang kitab undang-undang 

Hukum pidana 

2. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina 

Kesehatan jo Pasal 211, 212, 214 KUHP, Pasal 335. KUHP, dengan 

ancaman hukuman maksimal 7 (tujuh) tahun penjara dan Pasal 336 

ayat 1 dan 2 KUHP 

3. UU No. 2 tahun 2020 tentang “Penentapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam 

 
15Ibid.  
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Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-

Undang” 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan-bahan hukum yang berisikan informasi yang dapat 

menjelaskan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder 

dapat berupa buku-buku hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, 

jurnal-jurnal hukum, maupun internet dan lain sebagainya yang 

berkaitan erat dengan permasalahan dalam skripsi ini. 

c. Bahan Hukum Tersier  

Yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan hukum 

yang memberikan penjelasan-penjelasan maupun petunjuk-petunjuk 

terhadap bahan hukum sekunder. 

4. Teknik pengumpulan data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan 

skripsi ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Studi kepustakaan (library research) 

Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode 

kepustakaan, yaitu dengan mempelajari berbagai literatur seperti 

buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah dan peraturan 

perundang-undangan. 

2. Studi lapangan wawancara 
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Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh 

keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara ini 

bertujuan untuk mengumpulkan data primer agar data yang terkumpul 

lebih lengkap dan terjamin validitasnya. Teknik wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu 

wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah 

disiapkan sebelumnya.16 

 

3. Lokasi Penelitian 

Berkaitan dengan lokasi penelitian, penulis memilih wilayah 

penegakan hukum protocol kesehatan Covid-19 di kota Palembang 

sebagai objek penelitian. 

5. Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah 

deskriptif kualitatif yang artinya data-data yang telah terkumpul akan 

diolah, dikualifikasikan, diuraikan dan dihubungkan secara terstruktur dan 

sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan untuk menjawab 

permasalahan yang diteliti. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dalam penulis skripsi ini adalah penarikan 

kesimpulan secara dedukatif. Penarikan kesimpulan secara dedukatif 

adalah menarik suatu kesimpulan dimulai dari pertanyaan umum menuju 

pertanyaan-pertanyaan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio 

(berpikir rasional).17 

 

 

 

 

 

 

 
16Sulistiyo Basuki, 2006, Metode Penelitian, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, hlm. 182  

17Beni Ahmad Saebani, 2009, Metode enelitian Hukum, Cv Pustaka Setia, Bandung, hlm.  
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F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan bertujuan untuk memahami lebih jelas laporan 

skripsi ini agar dapat disusun secara sistematis dan terarah. Skripsi ini terbagi 

menjadi empat bab dengan beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas materi tinjauan tentangProtokol Kesehatan Covid-19. 

Panduan Protokol Kesehatan Covid-19.Dasar Hukum Protokol Kesehtan Covid-

19.Lembaga Yang Bertanggung Jawab Dalam Penegakan Hukum Protokol 

Kesehatan Covid-19. Hukuman Dan Sanksi Terhadap Pelanggar Protokol 

Kesehatan Covid-19 

 

BAB III : PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang Aparatur Negara Yang Berwenang Melakukan 

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 

Di Kota Palembang. Sanksi Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi 

Covid-19 Di Kota Palembang. 

BAB IV : PENUTUP  

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penegakan 

hukum terhadap protokol kesehatan pandemi covid-19 di kota Palembang dan 

juga sanksi-sanksi yang terdapat didalamnyayang telah di uraikan pada bab-bab 

sebelumnya. 
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